BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

51 Kesimpulan

Kesepakatan antara debitur dan kreditur mengenai wanprestasi dan eksekusi
objek jaminan fidusia secara tertulis sudah tertuang pada pasal — pasal dalam
perjanjian pembiayaan. Jika debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian
pembiayaan vyaitu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang
diperjanjikan diawal, maka akan ada upaya dari pihak kreditur untuk melakukan
eksekusi jaminan fidusia. Berdasarkan perjanjian pembiayaan, peringatan diawali
dengan secara lisan oleh desk call dan peringatan tertulis melalui email. Jika debitur
belum juga memenuhi kewajibannya atau tidak menghiraukan peringatan tersebut,
maka akan dilakukan eksekusi di lapangan oleh debt collector juga mengupayakan
musyawarah. Debitur juga diberikan kesempatan untuk mengusahakan memenuhi
kewajibannya dengan cara membuat surat janji bayar. Jika sudah dilakukan hal —
hal tersebut namun debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka akan
dilakukan aanmaning jika objek jaminan fidusia masih ditangan debitur. Jika
objeknya tidak berada di tangan debitur, maka sudah mengarah ke perbuatan
melawan hukum dan sudah ada unsur pidana. Jika debitur melakukan kewajibannya
berupa menyerahkan objek jaminan fidusia, maka biasanya PT. X Cabang Bandung
I11 akan melakukan penjualan sendiri.

Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris akan digunakan oleh PT. X
Cabang Bandung Il untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Setelah didaftarkan,
sertifikat jaminan fidusia diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia dan sudah
dianggap lahir. Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki titel eksekutorial karena
didalamnya terdapat irah — irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa” yang berarti sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap. Kreditur memiliki hak untuk melakukan parate eksekusi yaitu melakukan
eksekusi jaminan fidusia tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Namun,
keluarnya Putusan MK No. 18/PUU-XV11/2019 menyebabkan ada hal yang harus
diperhatikan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu adanya

kesepakatan wanprestasi antara para pihak dan debitur tidak keberatan untuk
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menyerahkan objek jaminan fidusia. Jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi, maka
kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri dan harus menunggu putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Saat ini, cara kreditur dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia
jika dilihat dari ketentuan dalam perjanjian kredit dan akta jaminan fidusia
berdasarkan UU Jaminan Fidusia yang masih berlaku saat ini masih sesuai. Pada
praktik eksekusi objek jaminan fidusia, PT. X Cabang Bandung Ill tetap
menyesuaikan dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang masih relevan
dengan UU Jaminan Fidusia yang berlaku hingga saat ini dan di lapangan
menyesuaikan juga dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dengan
memperhatikan unsur kesukarelaan debitur dan kesepakatan wanprestasi. Kreditur
yakni PT. X Cabang Bandung Il merasakan dampak dari terbitnya Putusan MK
No. 18/PUU-XV11/2019 yaitu kreditur membutuhkan upaya lebih untuk melakukan
eksekusi di lapangan saat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia sebagai upaya
untuk menyesuaikan aturan hukum yang berlaku pasca terbitnya Putusan MK No.
18/PUU-XV11/2019. Perjanjian Kredit yang dibuat oleh PT. X Cabang Bandung IlI
selaku kreditur sudah mengakomodir persyaratan dalam melakukan eksekusi objek
jaminan fidusia yang terdapat dalam Putusan MK No. 18/PUU-XV11/2019.

5.2  Saran

Ketentuan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia yang saat ini masih
berlaku pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus diperbaharui
mengingat UU Jaminan Fidusia sudah berlaku sejak lama sehingga perlu
penyesuaian terhadap keadaan saat ini. Keluarnya Putusan MK No. 18/PUU-
XV11/2019 merupakan salah satu bukti bahwa perlu adanya penjelasan lebih lanjut
mengenai titel eksekutorial pada eksekusi objek jaminan fidusia serta cara dan
tahapan yang lebih detail dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia.
Sebaiknya, UU Jaminan Fidusia diperbaharui dengan menyesuaikan Putusan MK
No. 18/PUU-XVI11/2019 sehingga ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia
lebih tegas. Meskipun dalam jaminan fidusia kreditur memiliki hak preferen yaitu
kedudukan kreditur sebagai penerima fidusia diutamakan, namun kreditur tetap

harus memperhatikan cara — cara dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia
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sehingga tidak semena — mena dan bertentangan dengan ketentuan perundang —
undangan seperti yang dipermasalahkan pada Permohonan Putusan MK No.
18/PUU-XVI11/2019. Meskipun cara PT.X selaku lembaga pembiayaan dalam
melakukan eksekusi jaminan fidusia baik berdasarkan perjanjian kredit dan praktik
lapangan masih relevan dengan UU Jaminan Fidusia dan mengikuti Putusan MK
No. 18/PUU-XVII/2019 dengan memperhatikan kesukarelaan debitur dalam
menyerahkan objek jaminan fidusia, namun alangkah lebih baik jika kreditur dapat
menjelaskan lebih detail ketentuannya dalam Perjanjian Pembiayaan sehingga lebih
terlihat bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan juga menyesuaikan Putusan MK No.
18/PUU-XVI11/2019 dalam melakukan kesepakatan penarikan eksekusi objek

jaminan fidusia jika debitur mengalami wanprestasi.
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